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ABSTRACT. The develop
through the developme,
Jakarta. Subsequentl

nt of new-town in Indonesia have been initiated since 1950s
of Kebayoran Baru newtown as a satellite city in Southern
number of new-town were then built in Klender and Depok and in
urban fringe area other metropolitan like Surabaya and Medan. Hitherto, new-town
development aregthen dominated by private developers, including industrial new-town
other side, various problems were occured in those new-town related to
, infrastructure and social and public facilities management issues. Through
is on various documents, policy dial edia analysis, it were
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ABSTRAK. Pembangunan kota-kota baru di Indonesia pada dasarny
masa awal kemerdekaan, yaitu dengan dibangunnya Kota Kebay
satelit di sebelah Selatan dari Kota Jakarta. Selanjutnya, be
permukiman terpadu skala besar dibangun oleh Perumnas se
Pada perkembangannya hingga kini, pembangunan kota-k
usaha bisnis properti yang dilakukan oleh para pengemb
permasalahan bermunculan yang terkait dengan isu-is
pelayanan prasarana dasar dan fasilitas sosial da
Berdasarkan analisis perkembangan kebijakan y
rencana, catatan dari beberapa diskusi publik

udah dimulai sejak
n Baru sebagai kota
apa kota baru berupa
rti di Klender dan Depok.
baru lebih didominasi oleh
swasta. Di sisi lain, beragam
enataan ruang dan pengelolaan
mum di kota-kota baru tersebut.
bersumber dari dokumen-dokumen
n analisis media, dijumpai bahwa ada
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ketidakjelasan arah kebijakan pembangunan k
kepada pelayanan bisnis properti atau perlu bali ditekankan pada aspek pelayanan
publik. Sebagai rekomendasi, adanya ketidgkjelasan arah kebijakan ini menghantarkan
pada perlunya dilakukan penguatan-pgfiguatan pada aspek kerangka peraturan,
peningkatan kapasitas dan pengepfbangan konsep dan sistem kelembagaan
pembangunan kota-kota baru di Indo

-kota baru, apakah lebih difokuskan

Kata-kata kunci: kota baru, arah ijakan, Indonesia.

PENDAHULUAN

Jumlah penduduk kota
2008 dan diperkirak

Indonesia sudah melampaui jumlah penduduk desa pada tahun
akan terus meningkat hingga mencapai sekitar 68 persen pada
tahun 2025. Kon ini merupakan indikasi dari fenomena urbanisasi yang semakin
meningkat di ta air. Dalam menghadapi fenomena urbanisasi, secara umum ada dua
pandangan ygflg berbeda. Pertama, pandangan yang memahami urbanisasi sebagai
fenomena yghg negatif dan akar masalah dari semua persoalan kota, sehingga urbanisasi

berbagai persoalan te D
peningkatan kapasitas pelayanan dasar kota. Tulisan ini memilih pandangfin kedua dalam
melihat fenomena urbanisasi, sehingga berpandangan bahwa pengtQkatan kapasitas
manajemen kota merupakan tantangan yang besar dalam meg@elola pemanfaatan
sumber-sumberdaya dan memberi pelayanan dasar kota yang memédai.

Salah satu aspek yang terkait dengan proses urbanisasi géin pengelolaannya adalah
mengenai pembangunan kota-kota baru. Pembangunan kgj#-kota baru adalah salah satu
strategi dalam manajemen urbanisasi yang tinggi di asan kota-kota metropolitan.
Praktek pembangunan kota-kota baru bukanlah sesuagyyang baru di Indonesia. Kawasan
Jakarta, Bogor, Depok, Tengerang dan Bekasi odetabek) adalah magnet utama
kawasan urbanisasi di Indonesia dan telah menjagf pilihan pembangunan kota-kota baru.
Fenomena pembangunan di Jabodetabek telah gfienjadi perhatian banyak pihak termasuk
sebagai subjek penelitian, baik dalam hagl’dampak-dampak pembangunan maupun
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instrumen-instrumen kebijakan dalam manajemen
diberikan pada cara-cara bagaimana berbagai
terlibat di dalam pembangunan kota (Winarso

an, meskipun masih sedikit perhatian
elompok pelaku dan lembaga-lembaga
n Firman, 2002).

Hingga kini pembangunan kota baru
pengembang swasta, sebagai sebuah
Sebagian besar kota-kota baru swas
industri. Selama 10 tahun sudah

i Jabodetabek lebih didominasi oleh para
nis dan industri properti yang cukup berkembang.
merupakan bisnis properti hunian maupun kawasan
a 20 kota baru yang dibangun pengembang swasta,
dan hingga tahun 1997, sektorg8wasta di Jabodetabek secara luar biasa telah merubah
16,6 ribu hektar lahan tidak jfbangun di area pedesaan menjadi kawasan permukiman
selama 20 tahun dan telah gienjual sekitar 25 ribu unit rumah setiap tahun (Winarso, 2001,
dalam Winarso dan Firm

Data pada tahun 2
kurang 60 ribu h
Berarti selama
1984 telah

menunjukkan perkembangan yang semakin luar biasa, yaitu lebih
ar lahan sudah dikuasai para pengembang swasta di Jabodetabek.
tahun bertambah sebanyak 300%! Di Kabupaten Tangerang sejak tahun
ulai pengembangan permukiman skala besar yang diawali dengan
a ijin lokasi terhadap PT. BSD (Grup_Sinarmas d) seluas 6 ribu hektar
nur Jawa Barat. Berturut-turut setelah |tuﬂengembang i j

Kabupaten Bekasi kotaK@ 3
Wisata (1,1 ribu hektar), Kota Wisata (0,75 ribu hektar), Delta Mas (3 ribu
Lippo Group di Lippo Cikarang (3 ribu hektar). Berdasarkan data K
2011), di Kabupaten Bogor terdapat kota baru Bukit Sentul City (3,
Nirwana Residence (1,2 ribu hektar), Lido Lake Resort (30 ribu he
ribu hektar) yang tergabung dalam Bakrieland Development d
hektar) dari Ciputra Grup (Pemkab Bekasi, 2011).

pas (2 Agustus
bu hektar), Bogor
, Bukit Jonggol (1,7
Citra Indah (0,6 ribu

Dalam prakteknya, setelah melengkapi berbagai persyar
Ruang, ljin Lokasi dan ljin Mendirikan Bangunan) mak
melakukan pembebasan tanah secara intensif sesuai
Pemerintah Daerah. Selanjutnya para pengemban
melaksanakan pembangunan secara bertahap.

n perijinan (ljin Pemanfaatan
ra pengembang swasta segera
ngan target waktu yang diberikan
elakukan persiapan infrastruktur dan
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RELASI PERAN DALAM PEMBANGUNAN KOT

Di berbagai negara yang telah maju, pem@@ngunan kota-kota baru adalah salah satu
strategi dalam mengelola urbanisasi. DariSebuah telaah mengenai pembangunan kota-
kota baru di sekitar Kairo, Mesir, Petergbn menyebutkan: the construction of new towns
has been deemed the only way to gfcommodate Cairo’s continued rapid growth, while
establishing formal sector develgfment standards and preserving agricultural land
(Salheen, 2006, di dalam Petersgh, 2009). Artinya, pembangunan kota-kota baru diyakini
dan dipandang sebagai the way untuk mengatasi masalah urbanisasi yang cepat,
sembari, dan tanpa perlu pertentangkannya dengan, pembangunan dan konservasi
lahan pedesaan dan pertggffan. Salah satu jenis pembangunan kota-kota baru adalah kota-
kota satelit (satellite city¥, yang terutama berfungsi sebagai kota-kota hunian (residential
city). Tujuannya ad untuk mengatasi berbagai masalah persediaan dan kebutuhan
perumahan (housing’stock to meet housing need), penataan permukiman dan transportasi
kota tersebut. Dg#am konteks ini, jelas sekali tujuan dan pertimbangan yang dikemukakan
adalah dari sigf kepentingan publik dan dipimpin oleh lembaga pemerintah dan institusi

negara.
u .
dalam_pembapgunan_kotafkota bargll menunjuk
di , jka Di 1ISébutlsebagai
ngré8 AS miengaiukeh rafican
ota gan Jilen@embangkan i

ngan rencana kq

walikota dari kota-kota metropolitan, akhirnya new town legislation lol
(Biles, 1998). Sebagai konsekwensinya, sebagaimana ditulis Bile
menyediakan bantuan pembiayaan dalam pembangunan tiga
beberapa lokasi di AS di bawah Great Society Programme, dj
swasta juga ikut berpartisipasi di dalamnya.

pada tahun 1970
pemerintah federal
as kota-kota baru di
ana para pengembang

Dalam perjalanannya, program Great Society dan pembafigunan 13 kota-kota baru di AS
ini banyak mendapatkan kritik dikarenakan kinerjghya yang kurang memuaskan.
Perencanaan komprehensif yang berkembang di Ing@ris dan negara-negara Skandinavia
menemui banyak benturan ketika akan diterap di AS dan dinilai kurang berhasil.
Namun demikian, sebagaimana ditulis oleh Bilg€ (1998) di akhir kesimpulannya, “critics
saw the new towns story not in the light ofgthe political and economic conditions that
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undermined the reform effort, but rather as proof
efficacious than housing development by priva
dan ekonomi yang menggagalkan progr,
perencanaan dari pemerintahlah yang kal
swasta.

t government planning remained less
interests”. Artinya, bukan kondisi politik
tersebut. Biles mengatakan bahwa
efektif dibanding kinerja para pengembang

Dari kajian literatur di atas, ada behgfapa hal yang dapat kita simpulkan. Pembangunan
kota-kota baru adalah salah tu strategi dalam mengelola urbanisasi melalui
pengendalian pertumbuhan ppfggiran kota (suburbanisation planning) dan menjadi
kepentingan publik. Ada bgberapa kelompok pelaku yang secara potensial akan
bersinggungan dan bahkangferkonflik di dalam ragam kepentingan dan peran-peran dalam
pembangunan kota-kota Jg@ru, terutama antara kelompok kepentingan publik dan kelompok

a properti swasta adalah kelompok kepentingan yang secara logis

aya mempengaruhi kebijakan pembangunan kota-kota baru dan tidak

keterlibatan yang lebih jauh dari negara dan pemerintah sebagai

sektor publik. Faktor tata kelola, kelembagaanggdan perencanaan yang

oleh sektor publik, yaitu oleh jejarin& lembaga-le@baga pgmerintah d
2 ) g k

perbedaan minor terkait el politik dan ekonoWg
antara AS, Inggris dan Skandinavia, maupun antara negara-negara glainnya dalam

(Great Society Order) melalui pengelolaan urbanisasi yang efektif.

ISU-ISU TERKAIT PEMBANGUNAN KOTA BARU DI INDON

Di dalam pelaksanaan dan pengelolaan kota-kota bar
Indonesia, dapat diidentifikasi beragam masalah dala
oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini dengan meng
Meskipun telah diupayakan adanya konsistensi per
pemerintah daerah berperan melakukan pengaw

leh pengembang swasta di
kaitannya dengan pengelolaan
il kasus di Tangerang dan Bekasi.
anaan dan pengawasannya, dimana
n dan pengendalian perencanaan, dan
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pengembang swasta melaksanakan pembangun
dimiliki, beberapa permasalahan yang semula

sesuai dengan rencana dan ijin yang
um bisa diantisipasi muncul kemudian.

Dari sebuah acara dialog kebijakan padgftanggal 27 September 2011 di Jakarta yang
diadakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat dan Universitas Tarumanegara yang diikuti
oleh beberapa Pemerintah Daerah digfabodetabek dan beberapa pengembang kota baru
swasta (Pemkab Bekasi, 2011, gPemkab Tangerang, 2011, Jababeka, 2011 dan
Summarecon, 2011), dapat diig¢ntifikasi beberapa isu-isu dan permasalahan sebagai
berikut:

1. Disintegrasi sistem infr
yang terpisah-pisah
fragmentasi dan mi
struktur ruang.
(smoothening) j

truktur kota. Perencanaan dan pembangunan jaringan PSU
ntuk masing-masing kawasan menyebabkan terjadinya
ng link jaringan PSU yang berdampak pula pada fragmentasi
eran Pemkab dinilai belum memadai untuk memperhalus
Ingan PSU antar kawasan skala besar, melalui perencanaan yang
elaksanaannya secara terpadu. Menurut pengembang Jababeka
11), ada kendala penting bagi pengembang dalam mengelola kota baru,

disepakati bersama € kab. Sedangkan ijg diberikan
pengembang tidak dapat dialihkan kepada pengembang lainnya.
munculnya lahan-lahan yang bisa dinilai sebagai lahan-lahan tid
tidak sedikit pula dari lahan-lahan tidur ini yang diokupasi dan ber
informal di atasnya. Lahan-lahan tidur ini berubah menjadi ru
dan pinggiran kota yang tidak terawasi dan terkelola dengan
3. Konflik peran antara pengembang swasta dan pegferintah daerah. Adanya
permasalahan dalam serah terima Prasarana dan ana Utilitas Umum (PSU),
terutama jalan, drainase dan taman. Di satu sisi, megkipun ada tanggung jawab dari
Pemkab yang dibiayai oleh dana APBD, namun Pegfkab menilai belum siap menerima
dan pengelola PSU dari pengembang. Sedanglfln di sisi lain pengembang menilai
bahwa pengelolaan PSU membebani pengemgang dan seharusnya Pemkab dapat
mengelolanya. Namun ada juga pengembanggyang khawatir dengan kurang mampunya
Pemkab mengelola PSU, sehingga bisa #€rdampak pada menurunnya nilai properti

Pada gilirannya,
bang permukiman
g-ruang marjinal kota
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bang tidak menyerahkannya kepada
at pengembang merubah fungsi PSU
omersial. Konflik mulai muncul akibat

yang ditawarkan ke masyarakat. Akhirnya pen
Pemkab. Ada pula masalah yang timbul
dengan fungsi tertentu yang biasanya
pengembang berusaha untuk mengkomgfsialisasikan PSU sehingga tidak diserahkan
kepada Pemkab. Sedangkan Pemk erpendapat bahwa serah terima PSU harus
memberi manfaat berupa kontribusjgterhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada
Pemkab.

. Masalah Ketimpangan Fis
pemerintah pusat dan daera
(Pemkab Bekasi, 2011)
kegiatan industri di k

Ada permasalahan ketimpangan fiskal antara
erdasarkan penuturan Kepala Bappeda Pemkab Bekasi
hwa sebagian besar pendapatan yang diperoleh dari
-kota baru industri di Kabupaten Bekasi dipungut oleh
pemerintah pusat. Djferkirakan ada sekitar USD 54 Miliar trasnsaksi di kawasan
industri Kabupaten Bkasi. Jika dihitung pendapatan dari Pajak Pertambahan Nilai saja
sebesar sepuluhgfersen maka diperoleh USD 5,4 Miliar atau setara 49 Triliun rupiah.
asi anggaran untuk Pemkab Bekasi dalam urusan pengelolaan
n sarana umum sebatas 18 Miliar rupiah. Disamping kapasitas
n dan sumberdaya manusia yang tidak memadai, maka ketiadaan
menyebabkan peran Pemkab Bekasi tidak kuniing berkembang untuk
mengambil alih dan mengelola Kota-k Baru di ddlam wilaygh Kabupat

larfalar (
tabe
ang

Sedangkan rencana tata ruang pada awalnya tidak ada memberi i
kota-kota baru. Baru setelah pengembang mengantongi ijin dan
baru kemudian ada pembenaran rencana tata ruang di atasny
belaka tanpa diiringi kemampuan mengarahkan perkembanga
Hasilnya adalah kota-kota baru tersebut menjalar-jalar (
(scattered) secara tidak terencana. Ada keengganan
membuka akses jalan ke kota baru tetangganya k
penggunaan prasarana dan sarana umum oleh pihal
baru mereka. Sedangkan prasarana dan sarana
oleh pengembang swasta tersebut. Kota baru
akhirnya terpaksa melobi kepada pemerintah
ke kawasan kota baru mereka. Dampakn

mbebaskan tanah
upun bersifat reaktif
ota-kota baru tersebut.
awl) dan tersebar-sebar
ara satu kota baru untuk
na mereka khawatir adanya
thak yang bukan pengguna kota
m tersebut dibangun dan dirawat
ng tidak diberi akses jalan tersebut
tuk dibukakan pintu tol sebagai akses
adalah jalan tol yang semakin banyak
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. Segregasi Sosial. Pe

Sejalan dengan berke

diakses oleh pintu-pintu tol kota-kota baru dgfam jarak-jarak yang pendek, sehingga
menyebabkan kemacetan dan membebani jgfan tol yang seharusnya berfungsi sebagai
jalan arteri antar wilayah jarak jauh.
Menurunnya kualitas lingkungan kgta, yang berdampak pada menurunnya nilai
properti dan nilai prestise kawasan#Sebagai dampak proses alam yang tidak dapat
dikelola dengan baik. Kejadian bgfjir besar yang menimpa kawasan Kelapa Gading
pada tahun 2007 dimana Kota arta mengalami banjir besar akibat air laut pasang
terjadi pada saat yang sama g€ngan meluapnya Kali Sunter, dinilai grup Summarecon
memberikan kerugian begflr bagi investasi properti mereka di Kelapa Gading
(Summarecon, 2011).
angunan kota-kota baru yang tidak direncanakan dengan baik
pada gilirannya mengfibulkan masalah segregasi sosial. Adanya perbedaan kelas sosial
dan ekonomi angfra masyarakat asli dan masyarakat pendatang menimbulkan
permasalahan g@sial yang berpotensi menimbulkan berbagai bentuk konflik sosial
(Jababeka, 20#1). Jika diamati segregasi sosial ini tidak terlepas dari adanya segregasi
i a kota baru Jababeka dan kawasan di sekitarnya yang masih dihuni oleh
asli yang sebelumnya memiliki hubungan jejaring sosial dengan penduduk

ang kemudian berubah menjadi kota Rgru tersebut§Hilangnya rasa keadila
kebersamaan yang menjamin keberlanjutan sosial da@lam peni@angunan kgta
hirfily n s tidgk ga [liota barygari
di si8i lain r@eni ceiburdan sosjdl pada

t geki .

-isu perkotaan dar ukiman yanggitandai oleh

beragam masalah pengelolaan dan pemilikan, maka permasalahan gKota-kota Baru
menjadi isu pembangunan yang cukup penting pula dibicarakan di begfagai kesempatan
pada pertengahan tahun 2011. Secara berturut-turut Harian Kompg& (Kompas 1 dan 2
Agustus 2011) menampilkan ulasan mengenai permasalahan kota g&ru. Ada beberapa isu-

isu

)

)

yang berkembang dari berbagai sumber media tersebut, yait

Kota-kota mandiri terutama di sekitar kawasan metropolitgfl Jakarta atau Jabodetabek
dinilai tumbuh secara semrawut dan tidak ada singkgBnisasi antara satu kawasan
dengan kawasan lainnya,

Para pengembang swasta dinilai terlalu doming## dalam menguasai lahan dalam
jumlah besar di sekitar Jabodetabek, hingga capai sekitar 60 ribu hektar lahan
yang dikuasai lima pengembang besar yapf tersebar di Bogor, Tangerang dan
Bekasi,
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(3) Penguasaan lahan skala besar oleh peg@Gembang swasta ini menyebabkan
pengembang swasta menguasai penuh pengfunaan lahan miliknya, dengan membuat
sendiri rencana tata ruang detail di kawgSan tersebut dan seperti tidak mengalami
masalah jika belum memenuhi kewajibgffhya dalam membangun hunian berimbang,

(4) Ada kekosongan hukum dalam gPenguasaan lahan oleh swasta, sehingga
pengembang swasta dapat mengg@sai lahan seluas-luasnya dalam jumlah yang tak
terbatas, dan

(5) Adanya kelemahan pemerint,
di tingkat daerah, yang dinj
ruang.

dalam mengawasi pelaksanaan tata ruang, terutama
kurang tegas dalam menindak penyimpangan penataan

lahan yang diperoleh dari dialog kebijakan dan ulasan media
massa tersebut sedikijgbanyak memberikan gambaran pemetaan masalah pembangunan
kota-kota baru. Ba ana telaah berbagai masalah tersebut dan terkait dengan aspek-
aspek apa saja, algféin diuraikan pada bagian diskusi dan rekomendasi berikut ini.

Berbagai isu dan perm

DISKUSI M ENAI PEMBAGIAN PERAN DAN KELEMBAGAAN

g di atas mengenai pemetaan isu-isu dal!ragam masdlah yang
j , a geaant di
ilihall bah = tgta Keélol
i 3 ta kdlbla inijien terk@lt p
6 m

Terkait dengan judul tulisan ini, ada pertanyaan yang seharusnya mend
yang jelas dan tegas, menyangkut tujuan pembangunan kota-kota baru
apakah tujuan pembangunan kota-kota baru lebih diutamakan untu
properti ataukah utamanya bertujuan untuk memberikan pela
konsekwensi adanya tanggung-jawab pengelolaan urbanisa
Jawaban terhadap pertanyaan inilah yang dapat memb
berikutnya, yaitu mengenai pembagian peran antara sektor
perlunya pengembangan kapasitas, koordinasi, dan b
lainnya.

tanah air, yaitu,
emfasilitasi bisnis
an publik sebagai
yang berkelanjutan?
an arahan tata kelola
blik dan swasta, mengenai
agai masalah kelembagaan
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Pembangunan Kota Baru sebagai Fasilitasi Bigfis Properti

Meskipun masih ada kekosongan landa peraturan perundang-undangan dalam
pembangunan kota baru, namun praka swasta membangun kota-kota baru tetap
dijalankan sejak pertengahan dan akhir ggfhun 1980-an. Jika Kota BSD mendapat ijin lokasi
dari Gubernur Jawa Barat pada tahyff 1984 untuk membangun kota baru permukiman,
maka kota baru Jababeka memulaigpembangunan kota industri pada tahun 1989 dengan
berlandaskan Keputusan Presi Nomor 54 Tahun 1989 (Keppres 54/1989) yang
membolehkan perusahaan swagta untuk membangun kawasan industri (Jababeka, 2011).

Adanya paket deregulasi glan debirokratisasi pada tahun 1988 dalam hal mempermudah
investasi, dapat dinilajg/Sebagai pendorong diterbitkannya Keppres 54/1989 tersebut.
Beberapa industri begdlr dunia sudah menyatakan minatnya untuk berinvestasi di Indonesia
pada saat itu. Adgflya infrastruktur pelabuhan Tanjung Priok dan Jalan Tol Jakarta —
Cikampek merugkan kondisi yang memungkinkan pengembangan kawasan-kawasan
industri bersk besar atau kota baru industri di sepanjang koridor Jakarta-Cikampek.
Maka den berlandaskan Keppres 54/1989 tersebut beberapa pengembang setelah

Jababekaggberturut-turut mendapatkan ijin lokasi gntuk memis@hgun kota-kota baru

Kabup ekagj

Big&l digahami @ adeé ben gl@balisasll di ind@stri-i@idusiti bes
nca si g@angystrate dan ktif Mlembe terfigl it

ota-kota baru industri. §edangkarngdi sisi lain, pem

tumbuhnya industri-induSth untu embuka lapangan & dan memac
ekonomi. Meskipun belum ada kesiapan peraturan dan kelembaga di tanah air,
sedangkan di sisi lain para pengembang swasta dengan menggand industri-industri
besar dunia segera mengambil prakarsa untuk menyediakan kawasagfihdustri skala besar.
Maka tidak dapat dielakkan diterbitkanlah Keppres54/1989 tersgBut. Permasalahannya
kemudian, 20 tahun lebih berselang hingga kini, pemerintah tid unjung mempersiapkan
landasan peraturan dan sistem kelembagaan pembangunan lfta-kota baru, baik sebagai
kota industri maupun kota permukiman untuk mendukung kgl induk metropolitan.

Keadaan inilah yang menyebabkan arah kebijakan yag§ tidak jelas dalam pembangunan
kota-kota baru, apakah tetap diteruskan sebagai gfentuk fasilitasi bisnis properti dari
pengembang swasta ataukah sebagai bentuk pgfayanan publik yang dapat menjamin
terpenuhinya berbagai kebutuhan sosial, keb an publik dan pelestarian lingkungan
selain terfasilitasinya kebutuhan bisnis pihak#Swasta? Akhirnya, berbagai masalah dan
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terkait dengan masalah pelayanan
nuhan kebutuhan perumahan golongan
, Sistem transportasi, penyediaan ruang
di kawasan pesisir, alih fungsi lahan subur
eragam masalah lainnya, semuanya bisa
adanya kekosongan landasan hukum dan masih
r publik untuk memimpin pembangunan kota-kota

bahkan konflik yang muncul kemudian, yang se
kebutuhan dasar seperti air bersih, sanitasi, pe
berpendapatan menengah bawah, akses ja
terbuka hijau, pelestarian lingkungan terut
pertanian di kawasan pantura, dan
mendapatkan penjelasannya, yaitu ma
absennya peran dan kapasitas se
baru.

Kekosongan landasan hukupgy”dan absennya kepemimpinan sektor publik dapat dinilai
sebagai sebuah bentuk ketifaksiapan awal dalam pembangunan kota-kota baru di tanah
air. Ketidaksiapan ini tegfnya harus segera dibenahi dengan berbagai bentuk langkah
perbaikan dan penyia

Prospek ke Depgyf: Pembangunan Kota Baru sebagai Wujud Pelayanan Publik

ulan awal, diperlukan adanya landasan hukum dan sistem kelembagaan
enjamin adanya kepemimpinan dan prakarsa s r publik untuk menata
baru Dari i

kota-kota
. Belum ada

pelayanan publik yang dijalankan oleh lembaga publik, ataukah merupgkan fasilitasi bisnis
properti. Namun menurut Djoko Sujarto (2005), disebutkan bahwa#Sistem kelembagaan
yang mengelola Kota Baru di Indonesia saat ini pada dasarnyagfldalah oleh Pemerintah
Daerah, yang didasarkan kepada kenyataan bahwa kota baru upakan suatu perwujudan
dari suatu wilayah wewenang pemerintahan, sebagaimana gjitur dalam Undang Undang
No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah.

rah belum memiliki kapasitas yang
gkoordinasikan pembangunannya,
sat maupun pihak swasta, bagaimana
iapan dan pematangan ini? Sebelum

Pertanyaannya kemudian adalah, ketika pemerintah d
memadai untuk mulai merencanakan dan
sedangkan kapasitas itu ada pada pemerintah
aransemen kelembagaannya pada tahap p
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menjawab pertanyaan ini, meskipun tidak secagf eksplisit menyebutkan kepemimpinan
sektor publik, ada beberapa alternatif sistem kgfembagaan pengelolaan kota baru (Djoko
Sujarto, 2005, hal. 366), yaitu: Pertama, Pegflelolaan Kota Baru oleh Pemerintah Daerah
dalam bentuk Kota untuk suatu ibukota dagfSuatu Daerah Kabupaten. Kedua, Pengelolaan
oleh suatu otorita untuk suatu kota baru g berkaitan dengan suatu kegiatan usaha yang
dikelola oleh pemerintah. Ketiga, gBadan Pemerintah yang mengkoordinasikan suatu
Konsorsium Perusahaan Swasta sgfMpai suatu masa tertentu untuk kemudian mengalihkan
kepada Pemerintah Daerah, misajflya seperti suatu permukiman berskala besar. Keempat,
Pengelolaan oleh suatu depag€men atau instansi sektoral tertentu sampai suatu masa
tertentu kemudian mengajihkan kepada Pemerintah Daerah, misalnya permukiman
transmigrasi atau PIR b ala besar. Kelima, Pemerintah Daerah mengkoordinasikan
suatu badan gabungan ytuk pengelolaan pembangunan kotabaru yang dilaksanakan dengan
pembagian wewengflg Yyang meliputi bidang kepemerintahan, perencanaan dan
kesejahteraan magWarakat oleh pemerintah daerah dan bidang operasional, serta
pemeliharaan telgfis oleh pengembang swasta.

a, kesemua alternatif pengelolaan pembangunan kota-kota baru tersebut

danya peran dan kapasitas dari sektorgpublik untu emulai merencanakal
inir dan_mengembangk mbangunan kotg-kota Bary di t@hah air. Pi
e > a [Kawds kalg¥beS@r, tdap merupdkan
j int oot@inir pefigel8 ya

W besar merupa prakarsa
yang harus dijalankan <6 publik. Sedangkaf=pefia skala lebihgKkecil dengan
peruntukan tertentu, sektor swasta memberi dukungan untuk mengemba#fgkan kawasan-
kawasan tertentu, seperti kawasan industri, kawasan pusat perda@angan, kawasan
permukiman kelas atas, kawasan permukiman warga asing, dan segfigainya. Pada skala
besar, pengembang milik pemerintah (public corporate body embuat masterplan
kawasan kota baru yang sesuai dengan rencana tata ruang, g&n berdasarkan strategi-
strategi tertentu menguasai tanah, dan membangun prasarang, sarana dan utilitas primer
secara terpadu dan efektif. Pemerintah juga menentukan Iyéisan lokasi yang mana untuk
pengembang kelas atas, kelas menengah maupun kelas gg€nengah bawah.

Keadaan dengan beragam permasalahan yang agél pada saat ini dapat disimpulkan
sebagai akibat absennya peran kepemimpinan sgKtor publik dalam pembangunan kota-
kota baru. Berbagai proses pembinaan lembagafOtorita, perusahaan pemerintah di sektor
tertentu (seperti pertambangan, perkebunan industri), maupun pembinaan pemerintah
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daerah, dirasakan sangat tidak memadai sebagai |
untuk mengelola pembangunan kota-kota baru.

dasan pentingnya peran sektor publik

Apa saja argumen pentingnya peran kgfemimpinan dan prakarsa sektor publik?
Secara keseluruhan, kepemimpinan tor publik dalam pembangunan kota dan
khususnys kota baru adalah ditujukan#lintuk menjamin keberlanjutan proses urbanisasi
(sustainable urbanisation). Lebi jauh, apabila prakarsa dan kepemimpinan
pengembangan kota baru dipegand oleh pemerintah. Ada beberapa dampak yang timbul
seperti dibawah ini.

Pertama, melaksanakan
wilayah wewenang peme
No. 32 Tahun 2004,
negara atas sumb

bangunan kota baru sebagai suatu perwujudan dari suatu
jitahan, khususnya adalah Pemerintah Daerah, berdasarkan UU
agai pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 mengenai penguasaan
sumberdaya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kedua,
baru dapat dijalankan secara berkeadilan bagi semua golongan
erintah sebagai pemimpin pengadaan kota baru bisa mendapatkan tanah
ak Pengelolaan Lahan (HPL) tanpa mengeluarkan biaya pembebasan

k
ta @aru
ungljaw
a e
Keempat, ,

terpadu dan sesuai standar. Dengan kepemimpinan sektor publik makgfdapat dijamin
adanya peluang agar kelengkapan fasilitas dan sarana di dalam kota bag#f tersebut seperti
jalan, sekolah, rumah sakit dan pasar, dapat diadakan secara terigtegrasi dan sesuai
standar.
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REKOMENDASI

Untuk itu, sebagai rekomendasi agar pem
public developer tersebut kepada pengem
sebagai national housing and urban d
kelembagaan tersebut harus pula dij
yang memadai, profesional dan te
asas keadilan, kepentingan um
binaan.

ntah dapat menyerahkan tanggung jawab
g publik dengan memberi peran yang penting
lopment corporation. Namun pemberian peran
ti dengan pembinaan dan peningkatan kapasitas
menjalankan amanat sektor publik untuk menjaga
dan keberlanjutan lingkungan alam dan lingkungan

Kepemimpinan dan prgfarsa sektor publik dalam pembangunan kota-kota baru
memerlukan pula landg€an hukum dan peraturan yang jelas. Untuk itu, sebagaimana
pengalaman di negarg®fnegara lain, diperlukan Undang-undang tersendiri untuk mengatur

gatur pembangunan Kota Baru. Bukan gganya menja@ll bagian dari pengatura
n dap_pengelolaan kot j sen_dari |gfdasan Bkum und

a ng ter

a ba enti [ nglkhu

aru. Pertama, adanya k@itan pemagfaatan sumber-su @ a vital seperti tgfiah dan air
yang menjadi amanat D 1945  agar dikelola untuk Pesar-besarnyagkemakmuran
rakyat. Kedua, adanya kompleksitas permasalahan yang melibatkan ban pihak meliputi
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pengembang Swasta dan syarakat. Ketiga,
pembangunan kota baru membutuhkan proses yang panjang, dim dari perencanaan,
pembangunan, pengelolaan dan perkembangannya dalam kuru aktu yang lama dan
memungkinkan munculnya berbagai masalah dan konflik.

Di beberapa negara maju, seperti di Inggris, disusun sebual
mengatur Pembangunan Kota Baru yang dinamai Th
undang ini pertamakali diundangkan pada tahun
beberapa kali hingga kini, diantaranya adalah r
mengelola kota-kota atau bagian kota di Singapu
disebut sebagai Town Councils Act Singapore.

ndang-undang khusus yang
ew Towns Act UK. Undang-
26 dan telah mengalami revisi
si tahun 1981. Sedangkan untuk
disusun sebuah landasan legal yang
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Berdasarkan komparasi regulasi dari negara lain d
di dalam praktek pembangunan kota-kota bar
yang perlu segera diatur di dalam sebuah Un
1.

ragam isu dan masalah yang muncul
I Indonesia, maka beberapa hal pokok
g-undang Kota Baru adalah:

Penetapan lokasi dan batasan laha
Lokasi dan luas dan batasan laha
baru (new town development desj
kepentingan nasional dan kep
Praktek-praktek penetapan
kepemilikan lahan ole
dipertanggungjawabkan

ang ditetapkan untuk pembangunan kota-kota
nated area) harus benar-benar didasarkan pada
ingan publik dalam hal pembangunan perkotaan.
asi kota baru yang didasarkan pada usulan dan
pihak swasta adalah keputusan yang sulit
bagai keputusan publik. Posisi pemerintah yang hanya
menunggu saja usulangfari pengembang swasta menunjukkan tidak adanya prakarsa
dan kepemimpinan g#leh sektor publik untuk menjaga kepentingan nasional dalam
pembangunan koigdan mengendalikan urbanisasi yang berkelanjutan.

pula adanya pembinaan untuk terus menerus melalui berbagai pendekatan
eningkatkan kapasitas dan sistem kelembagaa i Pemerintah Daerah,
ma Pemda-pemda yang mengalami tek®han urbanis®i dan k

Pembangunan Kotad8aru ya erbentuk perusah
jawab untuk merencanakan, membangun dan mengelola kota-kot
melibatkan pula instansi pemerintah lainnya, pihak swasta dan
dalam suatu aransemen yang terencana dan terpadu. Seifing pula dengan
pembangunan dan pengelolaan kota baru oleh perusahaan ng@ara, diperlukan pula
adanya pembinaan untuk meningkatkan kapasitas dan tem kelembagaan di
Pemerintah Daerah untuk suatu ketika, setelah dilakukg/f pembinaan pada kurun
waktu tertentu, menerima tanggung jawab mengelola kgfa-kota baru tersebut. Peran,
fungsi, tugas dan tanggung-jawab serta mekanismegmekanisme kegiatan lembaga
tersebut, baik lembaga di pusat maupun di daerah, gfiesti diatur secara jelas di dalam
undang-undang.

Sebagai contoh, setiap lembaga berbentuk kor;
such corporation shall be a body corporate b

rasi dan berjangka panjang (“...every
uch name as may be prescribed by the
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order, with perpetual succession and a com
licence in mortmain...”, New Town Act, UK
3. Kewenangan untuk menguasai la
menjalankan usulan kota baru ya
menjamin kesesuaian tujuan semu
kewenangan untuk memper
memanfaatkan tanah dan lah
termasuk bertanggung-jaw.

n seal and power to hold land without

Sejalan dengan tanggungjawab untuk

telah disetujui dan ditetapkan, dan untuk

maka Lembaga Pembangunan Kota Baru diberi

, menguasai, melepaskan, mengelola dan

serta properti lainnya untuk pembangunan kota baru,

untuk mengelola pembangunan fasilitas sosial dan
umum, penyediaan ruangg€rbuka hijau seluas 50 persen area kota baru, penyediaan
air bersih, listrik, gas, sagfiran pembuangan limbah, dan pelayanan dasar lainnya.

4. Perencanaan dan Pghgendalian Kota Baru. Salah satu tujuan pendirian Lembaga
Pembangunan Ko Baru adalah untuk merencanakan pemanfaatan ruang dan
mengendalikan g€mbangunan kota baru. Lembaga Pembangunan Kota, bersama-

embaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah secara berkala

perencanaan dan praktek pemanfaatan ruang Kota Baru.

Pelayanan Dasar secara Terpadu. Penyediaan berbagai prasarana

perti jalan, saluran drainase, saluran limbah, air bersih, lingkungan

iman dan berbagai utilitas seperti listrilg telepon dafjigas serta fasilitas sosi

ilitas um_merupakan tanggu pemerintahMintuk dis@diakan secgfa
Ape n al@ar di af8ai hitah
W darileterpaflua

d

menyediakan prasaféha das an fasos-fasum. seharusnyah ya dilibatkan
sebagai pendukung pengembangan kota baru tersebut. Dengan g@nggung jawab
menyediakan prasarana dasar dan bertanggung jawab la dalam hal
keterpaduannya, maka Pemerintahlah yang seharusnya me pin pembangunan
kota baru secara langsung di lapangan. Pemerintah juga nentukan luasan dan
membuat masterplan kota baru, serta menentukan algkasi lahan untuk para
pengembang dari berbagai kelas.

Aspek-aspek lainnya yang terkait seperti pengaturan: K
Koordinasi penyediaan jalan, fasilitas kesehatan d
integritas lembaga, Pusat pengaduan spekulasi tan
Lembaga Pembangunan, Pengelolaan keuangan
pembangunan dan pengelolaan, dan sebagainy:

ngkapan tapak dan lingkungan,
pendidikan, Pembuatan pakta
Pengelolaan sumberdaya manusia
mbaga Pembangunan, Serah terima
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